| SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII /2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/34 /Prov/1/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/1/2019
tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 12/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020 , telah dibentuk Tim
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur
Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/X1I/2020 tentang Pengangkatan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,
maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan dan
Personalia Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Daerah . ..



Mengingat

—

-2.

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/HK.03.1-
Kpt/34/Prov/1/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 962);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan . ..



10.

11.

12.
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04.4-
Kpt/01/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, KQmisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/KU.02.4-
Kpt/01/KPU/X1/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Komisi Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-VI;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/X11/2020 tentang Pengangkatan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2019 tentang
Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/HK.03.1-
Kpt/34 /Prov/VIII/2020;

MEMUTUSKAN . . .



Menetapkan

KESATU

KEDUA

adk s

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/1/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/1/2019 tentang Tim
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut
pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/34 /Prov/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/34 /Prov/1/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
i 8 Hamdan Ketua KPU DIY Pembina
Kurniawan
2. | Siti Ghoniyatun Komisioner KPU DIY Pembina
3. | Ahmad Shidgqi Komisioner KPU DIY Pembina
4. | Wawan Budiyanto | Komisioner KPU DIY Pembina
S. | Moh. Zaenuri Komisioner KPU DIY Pembina
Ikhsan
6. | Muhammad Sekretaris KPU DIY Penanggung Jawab
Hasyim
7. | Sigit Purwadi Ka. Bag. Hukum, Teknis dan Ketua
Hubungan Partisipasi Masyarakat
KPU DIY
8. | Amalia Rahmah Ka. Sub Bag. Hukum KPU DIY Sekretaris
9. | Sitaresmi Penyusun Bahan Informasi Operator
Wisunarni Asih Peraturan Perundang-undangan
10. | Sari Ananingsih Analis Hukum Anggota
KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya




